BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR goo/ 405 TAHUN 202
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900 /726 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah
' Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1468.2/1X/2021 tanggal 10
September 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi
wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/284
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi
wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat
yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu
diubah;
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b.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang
diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar,
Pejabat  yang  diberi ~wewenang Mengesahkan  Surat
Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726
Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat
Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan
Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 900/284 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020
tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat
yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar,
Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021,
dengan nama dan contoh tanda tangan (specimen) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi
wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/284 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi
wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal (O SEPTEMGER 202)

< BUPATI SUKOHARJO, Q
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TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
ik 1

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;




6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
terkait di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.




